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Abstract   
Purpose: to analyze the development of a productive zakat model for poverty alleviation in affirmation regions, 

focusing on the empowerment approach and institutional strengthening at BAZNAS Kupang City.  
Design/methodology/approach: this study employs a qualitative approach with a case study design, 

involving the management, amil (zakat collectors), and mustahik (zakat recipients) of BAZNAS Kupang City 

as research subjects. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies, 

and were then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. 

Research Findings: the results show that the development of productive zakat at BAZNAS Kupang City, 

exemplified by the ZMart program, has already been implemented and has contributed to the economic 

empowerment of mustahik, although its implementation still requires improvement. The main constraints lie 

in the limited number of amil available for mentoring, which has resulted in uneven guidance for mustahik, 

as well as a monitoring and reporting system that remains simple and is not yet supported by adequate 

information technology.  

Contribution/Originality/Novelty: this study contributes to the literature on zakat economics by 

integrating two approaches that have largely been examined separately, namely mustahik empowerment and 

institutional strengthening of zakat management organizations, into a single development model tailored to 

the context of affirmation regions such as Kupang City. This research also offers practical implications for 

BAZNAS management in designing empowerment strategies and governance practices that are more adaptive 

to the characteristics of underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions. 
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Abstrak 
Tujuan Penelitian: Menganalisis pengembangan model zakat produktif dalam pengentasan 
kemiskinan di daerah afirmasi, dengan fokus pada pendekatan pemberdayaan mustahik dan 
penguatan kelembagaan pada BAZNAS Kota Kupang. 
Desain/metodologi/pendekatan: Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, 

melibatkan pengurus, amil, dan mustahik BAZNAS Kota Kupang sebagai subjek penelitian. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian 

dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. 

Temuan Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pengembangan zakat produktif di BAZNAS Kota 

Kupang, seperti program ZMart, sudah berjalan dan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi 

mustahik, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Kendala utama terletak pada 

keterbatasan jumlah amil pendamping yang menyebabkan pembinaan mustahik belum merata, 

serta sistem monitoring dan pelaporan program yang masih sederhana dan belum ditopang 

teknologi informasi memadai. 

Kontribusi / Orisinalitas / Kebaruan: Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur ekonomi 

zakat dengan mengintegrasikan dua pendekatan yang selama ini banyak dikaji terpisah, yaitu 

pemberdayaan mustahik dan penguatan kelembagaan amil zakat, dalam satu model 

pengembangan yang kontekstual bagi daerah afirmasi seperti Kota Kupang. Penelitian ini juga 

memberikan implikasi praktis bagi manajemen BAZNAS dalam merancang strategi pemberdayaan 

dan tata kelola yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah 3T. 

  

Kata kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Mustahik, Penguatan Kelembagaan, Pengentasan 

Kemiskinan, Daerah Afirmasi 

 

Pendahuluan 

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang membelit sebagian besar 

wilayah di kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT) yang selama ini dikategorikan sebagai daerah afirmasi karena keterbatasan 

infrastruktur, akses pendidikan, dan kesenjangan pembangunan dibandingkan 

wilayah lain. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT 

dipengaruhi oleh kombinasi faktor ketenagakerjaan, kualitas sumber daya 

manusia, dan akses layanan dasar. Sebagai contoh, tingkat pengangguran terbuka 

terbukti berkorelasi positif terhadap peningkatan angka kemiskinan, sementara 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Partisipasi Sekolah justru 

berasosiasi dengan penurunannya. 

Secara empiris, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT mencatat bahwa 

persentase penduduk miskin di provinsi ini masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 

19,02 persen pada September 2024 dan meskipun mengalami tren penurunan 

menjadi 17,50 persen pada September 2025, angka tersebut masih jauh berada di 

atas rata-rata kemiskinan nasional yang berkisar pada kisaran 8 persen pada 

periode yang relatif sama. Kondisi ini menegaskan bahwa NTT masih menjadi 

salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, sekaligus 

memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan di wilayah ini bersifat kronis dan 

memerlukan penanganan yang lebih serius dan terarah. Berbagai kajian 
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menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT dipengaruhi oleh kombinasi 

faktor ketenagakerjaan, kualitas sumber daya manusia, dan akses layanan dasar. 

Sebagai contoh, tingkat pengangguran terbuka terbukti berkorelasi positif 

terhadap peningkatan angka kemiskinan, sementara peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia dan Angka Partisipasi Sekolah justru berasosiasi dengan 

penurunannya (Timur, 2026). 

Temuan lain juga menegaskan bahwa dimensi kesehatan masyarakat 

memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

provinsi ini pada periode 2017–2022, sedangkan variabel makro seperti PDRB per 

kapita dan jumlah penduduk belum menunjukkan pengaruh yang konsisten 

(Kamsina & Khoirudin, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan 

kemiskinan di daerah afirmasi seperti NTT tidak dapat diselesaikan hanya 

melalui pendekatan bantuan sosial yang bersifat karitatif, melainkan memerlukan 

skema pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan didukung oleh 

kelembagaan yang kuat. 

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen keuangan 

sosial yang berpotensi besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi karena 

fungsinya sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari muzaki kepada 

mustahik. Pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju 

pola produktif dipandang lebih relevan untuk menjawab tantangan kemiskinan 

jangka panjang, karena zakat produktif diarahkan pada pemberian modal usaha, 

pelatihan keterampilan, dan pendampingan yang bertujuan membangun 

kemandirian ekonomi mustahik, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat 

(Ayu & Argarini, 2025). Kajian kebijakan publik juga menegaskan bahwa 

optimalisasi zakat produktif dapat berfungsi sebagai instrumen pengentasan 

kemiskinan yang selaras dengan nilai keadilan sosial dalam ajaran Islam, 

sekaligus memperkuat legitimasi lembaga pengelola zakat di mata masyarakat 

(Zuchroh, 2022a). Penelitian terdahulu di berbagai daerah turut membuktikan 

bahwa penyaluran zakat produktif berkontribusi nyata terhadap peningkatan 

pendapatan usaha mikro dan lahirnya wirausahawan baru dari kalangan 

mustahik (Syariah et al., 2025). 

Namun demikian, keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada kualitas 

tata kelola kelembagaan amil zakat itu sendiri. Studi pada BAZNAS Kota 

Pasuruan misalnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berbasis 

kelembagaan yang didukung sistem informasi, pembagian peran organisasi, serta 

prinsip akuntabilitas mampu mengoptimalkan dampak pemberdayaan ekonomi 

mustahik secara lebih terstruktur dengan Pengelolaan Zakat Berbasis 

Kelembagaan dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. 

Sebaliknya, sejumlah BAZNAS daerah masih menghadapi kendala klasik berupa 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga 
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resmi, keterbatasan sumber daya manusia amil yang profesional, serta lemahnya 

monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan mustahik pascapenerimaan 

bantuan produktif, sehingga strategi penguatan kelembagaan dan inovasi 

program pemberdayaan menjadi kebutuhan mendesak (Firmansyah, 2026). Studi 

lain pada BAZNAS Kabupaten Jepara turut memperkuat argumen bahwa strategi 

pemberdayaan mustahik berbasis zakat produktif perlu dirancang secara 

kontekstual sesuai karakteristik sosial-ekonomi wilayah masing-masing agar 

program tidak berhenti pada tahap distribusi dana, melainkan berlanjut hingga 

tahap kemandirian usaha mustahik (Noviana & Suryani, 2026). 

Meskipun ketiga studi tersebut sama-sama menegaskan pentingnya penguatan 

kelembagaan dan pemberdayaan mustahik dalam pengelolaan zakat produktif, 

terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang cukup mendasar. Pertama, 

studi-studi tersebut umumnya dilakukan secara terpisah, yaitu berfokus pada 

aspek kelembagaan saja atau aspek pemberdayaan saja tanpa mengintegrasikan 

kedua dimensi tersebut dalam satu model analisis yang utuh. Kedua, lokasi 

penelitian terdahulu umumnya berada di wilayah Jawa (Pasuruan, Jepara) yang 

secara sosial-ekonomi, geografis, dan tingkat kemiskinan sangat berbeda dengan 

karakteristik daerah afirmasi seperti Kota Kupang, sehingga model dan temuan 

dari wilayah tersebut belum tentu relevan diterapkan secara langsung pada 

konteks NTT. Ketiga, kajian mengenai zakat produktif yang secara spesifik 

menyasar BAZNAS di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, 

hingga saat ini masih sangat terbatas dan belum banyak dieksplorasi dalam 

literatur akademik. Kesenjangan inilah yang mendasari perlunya penelitian ini, 

yaitu untuk mengembangkan model zakat produktif yang secara khusus 

mengintegrasikan dimensi pemberdayaan mustahik dan penguatan kelembagaan 

dalam konteks daerah afirmasi. 

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan dua 

pendekatan yang selama ini banyak dikaji secara terpisah, yaitu pemberdayaan 

ekonomi mustahik dan penguatan kelembagaan amil zakat, dalam satu model 

pengembangan zakat produktif yang secara khusus disesuaikan dengan 

karakteristik daerah afirmasi seperti Kota Kupang. Berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada wilayah Jawa, Sumatra, 

atau Kalimantan, kajian mengenai zakat produktif pada BAZNAS di wilayah 

Nusa Tenggara Timur masih sangat terbatas, padahal daerah ini memiliki 

karakteristik geografis, sosial, dan tingkat kemiskinan yang berbeda secara 

signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

merumuskan model pengembangan zakat produktif pada BAZNAS Kota Kupang 

yang mengombinasikan aspek pemberdayaan mustahik dan penguatan 

kelembagaan, sebagai kontribusi ilmiah sekaligus rujukan kebijakan bagi 
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lembaga amil zakat di daerah afirmasi lainnya dalam upaya pengentasan 

kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan. 

 

Kajian Literatur 

1. Landasan teoretis:  

Penelitian ini menggunakan Teori Maqashid Syariah (Maqashid al-Shariah 

Theory) sebagai grand theory, yaitu teori yang memandang bahwa setiap 

instrumen ekonomi Islam, termasuk zakat, pada dasarnya diarahkan untuk 

mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan keadilan sosial-ekonomi bagi 

umat, khususnya melalui pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-

nafs) kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi (Hudayati & Tohirin, 

2019). Dalam perspektif ini, zakat tidak dipandang semata sebagai kewajiban 

ritual keagamaan, melainkan sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi 

yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan (El 

Ayyubi et al., 2023). Penelitian ini bertumpu pada tiga landasan teori utama , 

pertama dari grand theory tersebut kemudian diturunkan konsep zakat 

produktif sebagai middle range theory yang memandang dana zakat bukan 

sekadar bantuan konsumtif, melainkan modal usaha yang dikelola agar 

mustahik mampu mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya bertransformasi 

menjadi muzaki (Zalikha, 2016) . Kedua, teori pemberdayaan (empowerment) 

yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui 

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya 

produktif, sebagai respons atas kegagalan pendekatan pembangunan yang 

bersifat top-down (Alhamuddin, Aziz, Inten, & Mulyani, 2020). Ketiga, teori 

kelembagaan (institutional theory) yang menjelaskan bahwa keberlanjutan dan 

legitimasi sebuah organisasi, termasuk lembaga amil zakat, sangat bergantung 

pada kepatuhannya terhadap norma, regulasi, dan prinsip tata kelola yang 

baik agar tetap dipercaya publik (Teori Institusional, 2015). Ketiga teori ini 

menjadi pisau analisis untuk membedah relasi antara pengelolaan zakat 

produktif, pemberdayaan mustahik, dan kekuatan kelembagaan BAZNAS. 

 

2. Studi terdahulu:  

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat urgensi topik ini. (Zuchroh, 2022) 

Menegaskan bahwa optimalisasi zakat produktif dapat menjadi instrumen 

kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan sekaligus penguat legitimasi 

lembaga zakat. (Syariah et al., 2025) Membuktikan bahwa penyaluran zakat 

produktif mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro dan melahirkan 

wirausahawan baru dari kalangan mustahik. (Ayu & Argarini, 2025) 

menemukan bahwa efektivitas zakat produktif sangat ditentukan oleh 

pendampingan berkelanjutan, bukan hanya besaran dana yang disalurkan. 
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Studi pada BAZNAS Kota Pasuruan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat 

berbasis kelembagaan yang didukung sistem informasi dan akuntabilitas 

mampu mengoptimalkan dampak pemberdayaan ekonomi mustahik  

(Firmansyah, 2026). Sementara itu, kajian pada BAZNAS Kabupaten Jepara 

menegaskan pentingnya strategi pemberdayaan yang disesuaikan dengan 

konteks sosial-ekonomi lokal agar program tidak berhenti pada tahap 

distribusi dana (Noviana & Suryani, 2026).Namun, kajian serupa pada wilayah 

NTT, khususnya Kota Kupang, masih sangat terbatas. 

 

3. Kerangka Penelitian :  

Berdasarkan landasan teoritis dan studi terdahulu, penelitian ini menyusun 

kerangka konseptual yang menempatkan zakat produktif sebagai variabel 

utama, dengan dua dimensi penggerak: (a) pemberdayaan mustahik, 

mencakup pelatihan, pendampingan, dan akses modal usaha; serta (b) 

penguatan kelembagaan BAZNAS, mencakup tata kelola, akuntabilitas, dan 

kapasitas amil. Interaksi kedua dimensi ini diasumsikan menghasilkan model 

pengembangan zakat produktif yang kontekstual bagi daerah afirmasi, dengan 

luaran akhir berupa kemandirian ekonomi mustahik dan penurunan angka 

kemiskinan di Kota Kupang. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (case 

study), untuk memahami secara mendalam pengelolaan zakat produktif pada 

konteks kelembagaan tertentu. Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kota Kupang, 

Jl. Bundaran PU RT 030/RW 008, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan 

Oebobo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama kurun waktu tertentu sesuai 

jadwal penelitian. Subjek penelitian meliputi pimpinan dan amil BAZNAS Kota 

Kupang, serta mustahik penerima program zakat produktif. Subjek penelitian 

ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan 

bahwa informan yang dipilih memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman 

mendalam terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Kupang. Secara 

rinci, subjek penelitian terdiri atas 1 (satu) orang pimpinan/ketua BAZNAS Kota 

Kupang, 2 (dua) orang amil yang bertugas pada bidang pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat produktif, serta 5 (lima) orang mustahik penerima manfaat 

program zakat produktif (seperti program ZMart), sehingga total informan dalam 

penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang. Data dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap laporan 

pengelolaan zakat. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan 

Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian dilakukan melalui siklus bertahap: (1) tahap eksplorasi awal dan 
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identifikasi masalah, (2) tahap pengumpulan dan verifikasi data, serta (3) tahap 

analisis dan perumusan model pengembangan zakat produktif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Gambaran Umum Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Kupang 

Berdasarkan hasil penelusuran dokumentasi dan studi terkait, BAZNAS di 

wilayah Kota Kupang telah mengembangkan sejumlah program zakat 

produktif yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik, salah 

satunya melalui program ZMart (Zakat Mart). Program ini dirancang untuk 

meningkatkan kapasitas usaha retail mikro milik mustahik melalui pemberian 

bantuan modal usaha, penataan etalase atau sarana display produk, serta 

penyediaan suplai barang dagangan seperti sembako dan kebutuhan usaha 

lainnya penerapan Manajemen Zakat Produktif melalui Program ZMART 

dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Kota Kupang, 2025. Program ini 

dikelola dengan pendekatan manajemen yang sistematis, mencakup tahap 

perencanaan berupa identifikasi kebutuhan pelaku usaha mikro, 

pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan penyaluran bantuan, hingga 

pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan (Purnamasari et al., 2024). Pola ini 

memperlihatkan bahwa BAZNAS di Kota Kupang sudah bergerak melampaui 

skema zakat konsumtif menuju model pemberdayaan yang lebih terstruktur, 

meskipun cakupan dan intensitas programnya masih perlu diperluas 

mengingat kompleksitas kemiskinan di wilayah NTT sebagai daerah afirmasi. 

Temuan ini sejalan dengan konsep zakat produktif yang menempatkan dana 

zakat sebagai modal usaha yang dikembangkan, bukan sekadar bantuan yang 

habis dikonsumsi (Zalikha, 2016). Namun demikian, jika dibandingkan dengan 

praktik di daerah lain yang secara ekonomi lebih mapan, program zakat 

produktif di Kota Kupang masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan 

basis muzaki, kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan jangkauan 

distribusi, serta rendahnya literasi keuangan sebagian mustahik dalam 

mengelola bantuan modal usaha yang diterima. 

 

2. Dimensi Pemberdayaan Mustahik 

Dari sisi pemberdayaan, temuan menunjukkan bahwa keberhasilan zakat 

produktif tidak semata bergantung pada besaran dana yang disalurkan, tetapi 

sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan pelatihan yang 

menyertainya. Hal ini konsisten dengan penelitian yang menemukan bahwa 

efektivitas zakat produktif sebagai solusi pengentasan kemiskinan sangat 

ditentukan oleh keberlanjutan pendampingan pascapenyaluran dana, bukan 

hanya oleh jumlah bantuan yang diberikan kepada mustahik (Ayu & Argarini, 

2025). Pada program ZMart misalnya, BAZNAS berperan tidak hanya sebagai 
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penyalur modal, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan pelatihan 

pengelolaan usaha secara berkelanjutan, agar mustahik mampu mengelola 

usahanya secara mandiri dan tidak sekadar menjadi penerima pasif bantuan 

(Purnamasari et al., 2024). 

Pola serupa juga ditemukan pada penelitian di BAZNAS Provinsi Bali, di mana 

program bantuan modal usaha yang disertai pembinaan intensif terbukti efektif 

meningkatkan kapasitas usaha ekonomi mustahik dibandingkan program yang 

hanya bersifat penyaluran dana sekali jalan (Sukmawati et al., 2022). Kesamaan 

pola antara Kota Kupang dan Provinsi Bali ini memperkuat argumen bahwa 

pemberdayaan mustahik memerlukan pendekatan yang holistik, meliputi tidak 

hanya aspek finansial (pemberian modal), tetapi juga aspek non-finansial 

seperti peningkatan kapasitas manajerial, literasi usaha, dan pendampingan 

berkelanjutan. Dalam konteks daerah afirmasi seperti Kota Kupang, dimensi 

pendampingan ini menjadi jauh lebih krusial, karena keterbatasan akses 

informasi dan pelatihan usaha di wilayah tersebut jauh lebih besar 

dibandingkan wilayah perkotaan besar di Jawa maupun Bali. 

Meski demikian, ditemukan pula sejumlah tantangan dalam pelaksanaan 

pemberdayaan mustahik, antara lain keterbatasan jumlah tenaga pendamping 

yang dimiliki BAZNAS Kota Kupang dibandingkan dengan jumlah mustahik 

yang perlu dibina, serta kondisi geografis yang menyebar di berbagai kelurahan 

dan kecamatan sehingga menyulitkan frekuensi kunjungan pendampingan 

secara rutin. Kondisi ini memperlihatkan bahwa model pemberdayaan yang 

efektif di daerah afirmasi perlu mempertimbangkan skema pendampingan 

berbasis kelompok atau kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat, alih-

alih pendampingan individual yang membutuhkan sumber daya lebih besar. 

Temuan ini turut diperkuat oleh bukti empiris dari konteks internasional. 

Sebuah studi yang dilakukan di Bangladesh menunjukkan bahwa program 

berbasis zakat yang menyasar perempuan miskin di pedesaan, dengan 

memberikan modal usaha (seed money) yang dipadukan dengan pendekatan 

pengembangan berbasis kelompok, terbukti efektif meningkatkan pendapatan, 

pengeluaran rumah tangga, serta akumulasi aset tetap keluarga penerima 

manfaat dibandingkan kondisi sebelum menerima bantuan (Anis & Kassim, 

2016). Studi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan berbasis 

zakat tidak hanya ditentukan oleh besaran modal yang diberikan, tetapi juga 

oleh pendekatan kewirausahaan dan pendampingan kelompok yang 

mendorong penerima manfaat untuk aktif mengelola usahanya secara mandiri. 

Relevansi temuan internasional ini dengan konteks BAZNAS Kota Kupang 

terletak pada kesamaan tantangan struktural yang dihadapi, yaitu keterbatasan 

akses modal dan pelatihan bagi kelompok masyarakat miskin di wilayah 

pedesaan maupun daerah afirmasi, sehingga pendekatan berbasis kelompok 
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dan pendampingan kewirausahaan yang terbukti efektif di Bangladesh 

berpotensi diadaptasi sebagai strategi penguatan program zakat produktif di 

Kota Kupang. 

 

3. Dimensi Penguatan Kelembagaan 

Pada aspek kelembagaan, BAZNAS Kota Kupang secara normatif telah 

mengadopsi prinsip tata kelola yang mengedepankan nilai amanah, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, 

dan wakaf (Kupang, 2026). Prinsip ini sejalan dengan konsep Good Amil 

Governance (GAG) yang menekankan pentingnya profesionalisme amil, sistem 

pengawasan yang jelas, serta pelaporan yang transparan sebagai fondasi 

kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Fatmawati et al., 2023). 

Penguatan kelembagaan semacam ini penting karena kepercayaan muzaki 

untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sangat dipengaruhi oleh 

persepsi mereka terhadap kredibilitas dan profesionalisme pengelolaan dana. 

Perbandingan dengan studi pada BAZNAS Kota Pasuruan menunjukkan pola 

yang relevan, di mana pengelolaan zakat berbasis kelembagaan yang didukung 

sistem informasi yang memadai, pembagian peran organisasi yang jelas, serta 

penerapan prinsip akuntabilitas, terbukti mampu mengoptimalkan dampak 

program pemberdayaan ekonomi terhadap mustahik secara lebih terstruktur 

(Firmansyah, 2026). Jika pola ini diadaptasi ke konteks BAZNAS Kota Kupang, 

maka penguatan sistem informasi manajemen zakat, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia amil, serta penguatan mekanisme monitoring dan 

evaluasi program menjadi kunci untuk mengoptimalkan dampak zakat 

produktif di wilayah ini. 

Namun demikian, sebagaimana ditemukan pada banyak BAZNAS daerah lain, 

kelembagaan amil zakat di daerah afirmasi umumnya masih menghadapi 

kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia amil yang 

memiliki kompetensi manajerial memadai, minimnya infrastruktur teknologi 

informasi untuk mendukung pelaporan dan pemantauan program, serta 

rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui 

lembaga resmi dibandingkan menyalurkannya secara langsung kepada 

penerima. Kendala-kendala ini sejalan dengan temuan pada kajian strategi 

pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Jepara, yang menegaskan 

bahwa penguatan kelembagaan tidak dapat dipisahkan dari upaya 

membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan melalui transparansi 

pelaporan dan keberhasilan program yang terukur (Noviana & Suryani, 2026). 
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4. Sintesis: Model Pengembangan Zakat Produktif untuk Daerah Afirmasi 

Berdasarkan temuan pada kedua dimensi di atas, penelitian ini merumuskan 

bahwa model pengembangan zakat produktif yang tepat bagi BAZNAS di 

daerah afirmasi seperti Kota Kupang perlu mengintegrasikan empat komponen 

utama. Pertama, penguatan basis data mustahik yang akurat dan berbasis 

wilayah, mengingat kondisi geografis yang tersebar memerlukan pemetaan 

kebutuhan yang presisi agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Kedua, skema 

pendampingan kolektif berbasis kelompok usaha atau komunitas, sebagai 

solusi atas keterbatasan jumlah tenaga pendamping, sekaligus memperkuat 

modal sosial antarmustahik dalam menjalankan usaha bersama. Ketiga, 

penguatan sistem tata kelola dan pelaporan digital sederhana yang dapat 

diakses oleh muzaki maupun pemangku kepentingan lain, guna membangun 

kepercayaan dan mendorong peningkatan basis muzaki lokal. Keempat, 

kemitraan strategis antara BAZNAS dengan pemerintah daerah, perguruan 

tinggi, dan sektor swasta, untuk memperluas akses pelatihan, pemasaran 

produk mustahik, serta pendanaan program yang berkelanjutan. 

Model ini menegaskan bahwa zakat produktif tidak dapat berdiri sendiri 

sebagai program teknis penyaluran dana, melainkan harus ditopang oleh 

kekuatan kelembagaan yang kredibel dan sistem pemberdayaan yang 

berkesinambungan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi 

zakat produktif sebagai instrumen kebijakan pengentasan kemiskinan hanya 

dapat tercapai apabila diiringi oleh legitimasi kelembagaan yang kuat di mata 

masyarakat (Zuchroh, 2022). Dengan kata lain, keberhasilan pengentasan 

kemiskinan melalui zakat produktif di Kota Kupang sangat bergantung pada 

sinergi antara kualitas program pemberdayaan di tingkat mustahik dan kualitas 

tata kelola di tingkat kelembagaan BAZNAS itu sendiri, dua sisi yang saling 

menguatkan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam upaya 

membangun kemandirian ekonomi masyarakat di daerah afirmasi. 

 

5. Pengembangan Zakat Produktif Sudah Berjalan namun Perlu Ditingkatkan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan amil BAZNAS Kota 

Kupang, dapat dipahami bahwa pengembangan zakat produktif sesungguhnya 

sudah mulai diterapkan, salah satunya melalui program ZMart yang 

memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik pelaku usaha mikro. 

Meski demikian, para informan menyampaikan bahwa pelaksanaannya belum 

berjalan secara maksimal, mengingat jumlah amil yang bertugas mendampingi 

mustahik masih terbatas, sehingga intensitas pembinaan di lapangan belum 

merata di setiap kelurahan. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi 

terhadap perkembangan usaha mustahik pascapenerimaan bantuan masih 

dilakukan secara manual dan sederhana, belum ditopang oleh sistem 
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pencatatan atau pelaporan digital yang dapat memudahkan pemantauan hasil 

program secara berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa 

efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besaran dana yang 

disalurkan, tetapi juga oleh keberlanjutan pendampingan dan ketersediaan 

sistem evaluasi yang terukur (Ayu & Argarini, 2025). Dengan kata lain, program 

zakat produktif di BAZNAS Kota Kupang telah memiliki fondasi yang baik 

untuk dikembangkan, namun peningkatan kapasitas amil, penguatan sistem 

pelaporan, serta perluasan jangkauan pendampingan mustahik menjadi 

langkah penting yang perlu segera dilakukan agar dampaknya terhadap 

pengentasan kemiskinan semakin optimal. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan zakat produktif di BAZNAS 

Kota Kupang sesungguhnya sudah berjalan, terlihat dari adanya program 

pemberdayaan ekonomi mustahik seperti ZMart yang memberikan bantuan modal 

usaha kepada pelaku usaha mikro. Namun, keberhasilan program ini masih 

dibatasi oleh dua aspek utama, yaitu dimensi pemberdayaan mustahik dan 

dimensi kelembagaan amil zakat. Pada dimensi pemberdayaan, program masih 

menghadapi kendala keterbatasan tenaga pendamping dan belum meratanya 

intensitas pembinaan di seluruh wilayah. Pada dimensi kelembagaan, meskipun 

BAZNAS Kota Kupang telah mengedepankan nilai amanah, transparansi, dan 

akuntabilitas, sistem pelaporan dan monitoring program masih dilakukan secara 

sederhana dan belum ditopang teknologi informasi yang memadai. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa model pengembangan zakat produktif yang 

tepat bagi daerah afirmasi seperti Kota Kupang perlu mengintegrasikan penguatan 

pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan dengan penguatan tata kelola 

kelembagaan yang lebih profesional dan akuntabel, agar dampaknya terhadap 

pengentasan kemiskinan dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkelanjutan. 

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan beberapa hal. Pertama, BAZNAS Kota 

Kupang perlu menambah dan meningkatkan kapasitas amil pendamping, 

termasuk melalui pelatihan manajerial dan kewirausahaan, agar pendampingan 

mustahik dapat berjalan lebih merata dan intensif. Kedua, perlu dikembangkan 

sistem pelaporan dan monitoring berbasis digital sederhana untuk memudahkan 

evaluasi perkembangan usaha mustahik secara berkala dan akurat. Ketiga, 

BAZNAS Kota Kupang disarankan membangun kemitraan strategis dengan 

pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk memperluas akses 

pelatihan, pemasaran produk mustahik, serta sumber pendanaan program. 

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian 

lanjutan dengan cakupan data primer yang lebih luas dan mendalam guna 
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mengukur secara kuantitatif dampak zakat produktif terhadap peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan mustahik di daerah afirmasi lainnya. 
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